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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Figh Siyasah Terhadap Pengawasan Pelanggaran
Etika Perilaku Hakim Menurut UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman™ ini adalah hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab
pertanyaan tentang bagaimana pengawasan pelanggaran kode etik perilaku hakim
menurut UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan bagaimana kajian
figh siyasah terhadap pengawasan pelanggaran etika/perilaku hakim menurut UU
No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

Data penelitian dihimpun melalui studi pustaka maka sumber utama yang
digunakan adalah buku-buku atau literatur dan media internet yang berkaitan dengan
judul penelitian yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif serta pola pikir
deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa dalam kerangka
konseptual model pengawasan pelaksanaan kode etik hakim, dilakukan melalui dua
jenis pengawasan yaitu: perfama, pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan
Pengawas pada Mahkamah Agung. Pengawasan internal ini berfungsi sebagai
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas peradilan di semua tingkatan dan di
seluruh wilayah hukum peradilan Republik Indonesia. Kedua, pengawasan eksternal
yang dilakukan oleh komisi independen yaitu Komisi Yudisial. Keberadaan
pengawas eksternal ini penting agar proses pengawasan dapat benar-benar bertindak
obyektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih, efektif, dan
efesien. Sedangkan dalam kajian figh siyasah. Qadi al-qudat memiliki wewenang
untuk melakukan pengawasan tingkah laku hakim, hakim dikatakan melanggar
apabila seorang hakim yang curang dalam menjatuhkan hukuman, atau menerima
suap dalam mengadili suata perkara maka yang berwenang melakukan pengawasan
tingkah laku hakim dalam Islam adalah Qadi al-qudat. Hal ini sesuai dengan UU No.
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana seorang Hakim dilarang menerima
sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.

Oleh karena itu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan
tugasnya sebagai pelaku kekuasaan dituntut untuk lebih cermat dan teliti lagi dalam
memberikan pengawasan etika perilaku hakim. Dan dalam pemberian sanksi
terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan
pedoman prilaku hakim, dengan sanksi yang lebih berat lagi.
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DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term)
yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang
digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan arab seluruhnya
dilambangkan dengan huruf, dan transliterasinya ke tulisan Latin sebagian
dilambangkan dengan lambing huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian
lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB LATIN
Kons Nama Kons Nama

| alif Tidak dilambangkan

< ba B Be

- ta T Te

— sa s es (dengan titik di atas)
z jim J Je

z ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ kha kh ka dan ha

2 dal d De

3 zal z zet (dengan titik di atas)
J ra r Er

J zai z Zet

o sin 8 Es

U syin sy ¢s dan ye
ua sad s es (dengan titih di bawah)
U2 dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)
5 za z zet (dengan titik di bawah)
4 ain ¢ koma terbalik (di atas)
¢ gain g Ge

— fa f Ef

x] qaf q Ki

4 kaf k Ka

d lam 1 El

@ mim m Em

8] nun n En

3 wau W We

° ha h Ha

¢ hamzah ’ Apostrof

&$ ya y Ya




W

Vocal tunggal atau monoftong bahasa arab yang lambangnya hanya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin yang dilambangkan

dengan huruf sebagai berikut:

a. Tanda fathah dilambangkan dengan huruf a, misalnya gada’

b. Tanda Kasrah dilambangkan dengan huruf i, misalnya Qadi

Tanda dammak dilambangkan dengan huruf u, misalnya Qadi al-Qudat

Vocal rangkap atau diffong bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dengan huruf, transliterasinya dengan tulisan latin

dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:

a. Vocal rangkap s dilambangkan dengan gabungan huruf aw; misalnya
mawquf

b. Vocal rangkap ¢! dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya A/-
Khusayniy

Vocal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan

horisontal) di atasnya, misalnya Kifayatul Akhyar

Syaddah atau tasydidyang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,

transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama

dengan huruf yang bertanda syaddab itu, misalnya Taqgiyuddin

Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif/am,

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai

dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi

tanda sampang sebagai penghubung. Misalnya as-Sanadiy, al-Hajjaj

Ta Marbutah mati atau yang dibaca seperti yang berharakat sukun, dalam

tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan ¢2’ marbutah yang

hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya As-Sunnah

Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk

yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya fugaha’. Sedangkan di

awal kata. Huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatu apapun,

misalnya fjtima‘fyyah.



BABI

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut
merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.!

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip
penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki
kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam
bentuk apapun sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan
ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.?

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan
lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak
yang terkait. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali
diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian

imparsial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan

! Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1).

2 Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945, (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), 246.



kepada patokan-patokan yang berlauku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya
dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang
berwenang melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan putusan terhadap
konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut sebagai kekuasaan
kehakiman yang dalam peraktiknya dilaksanakan oleh hakim.’

Sedangkan suatu pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak),
kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan
wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan
conditio sine qua non atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang
berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakkan hukum
dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan
keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi
prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai aktor utama
atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah
kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan
profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.
Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus
dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa
pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal

sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan

* Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 24-25.



hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut
tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan
dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib
dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara
vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.*

Setiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung
untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan. Demikian
halnya dengan profesi hakim di Indonesia, dimana terdapat suatu kode etik yang
didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai yang
bersifat universal bagi hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Kode etik
penting bagi hakim untuk mengatur tata tertib dan perilaku hakim dalam
menjalankan profesinya.’

Untuk mewujudkan suatu pengadilan yang merdeka (tidak memihak),
perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan
eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Wewenang dan
tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua
hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi,

jujur, dan profesional, sechingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan

“SKB MA dan KY Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009.

* Rizky Argama, “T: anggung-Jawab-Profesi-Hakim-Sebagai-Aktor-Utama-Penyelenggara
kekuasaan kehakiman di Indonesia’; dalam http:/pusatpanduan.com/pdf, (8 Mei 201 D.



pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk
mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam
menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan
tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.
Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat,
serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam
menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu
berkaitan erat dengan upaya penegakkan hukum dan keadilan. Kehormatan
adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan di
pertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi
pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang di
buatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses
pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-
undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.
Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat
kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki,
tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau
perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku

yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim



dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat
dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan
dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau
masyarakat.®

Apabila seorang hakim melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan
pedoman perilaku hakim, maka hakim itu dapat diberikan sanksi, dalam
menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor
yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan
akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain.

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini
diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan / atau Komisi Yudisial RI. Mahkamah
Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil
pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan untuk
dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhéntian oleh Mahkamah
Agung RI atau Komisi Yudisial‘RI diberi kesempatan untuk membela diri di

Majelis Kehormatan Hakim.

Dalam pemerintahan Islam terdapat lembaga peradilan Islam atau disebut
dengan (Qada’) yang memiliki pengertian :
1. Dalam bahasa berarti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan

hukum untuk membuat suatu ketetapan;

8 SKB MA dan KY Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009



2. Dalam istilah figh gada’ berarti lembaga hukum dan perkataan yang
harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah
umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang
mengikutinya.’

Menurut Abdul Manan pengertian gada’ dari segi bahasa mempunyai
banyak makna, diantaranya menyempurnakan, menunaikan, mewajibkan,
perintah, dan memutus perselisihan®

Sedangkan menurut Salam Madkur gada’adalah suatu keputusan produk
pemerintah (hakim), atau menyampaikan hukum syar’/ dengan penetapan, maka
kalau dikatakan Qada a/ Qadl, artinya hakim telah menetapkan suatu hak kepada
yang punya.

Dan ada yang berpendapat, bahwa gada’ artinya mencampuri urusan
antara makhluk dengan khaliknya, untuk menyampaikan perintah-perintahnya
dan hukum-hukumnya kepada mereka, dengan perantaraan Al-Quran dan As
Sunnah, dari pendapat ini, maka timbul pengertian, bahwa gada’ adalah
menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan hukum Allah.

Dan ada juga yang berpendapat, bahwa gada’ memutuskan hukum antara

manusia dengan benar, dan memutuskan hukum dengan apa yang di turunkan

Allah.’

’ Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 47.
® Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peadilan, (Jakarta : Kencana 2007), 6.



Dasar diperintahkannya gada’ yaitu firman Allah SWT.:

FHy o0 5 2806 W @ ds Bulas G 45 g

Artinya : Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah

(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara
manusia dengan adil. (QS. SAD: 26) '

A 35 pge 2Ky oT,

Artinya : Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka
menurut apa yang diturunkan Allah.”(QS. Al- MA’IDAH : 49).!!
Dan sabda Rasululla SAW..:

-
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Artinya : Amar bin Ash RA mendengar Rasulullah SAW bersabda, “jika
seorang hakim hendak memutuskan hukuman atas seorang lalu

berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala, dan apabila ia

berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala.'?

® Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, t.t), 3-4.

' Departemen Agama RI, AJ-
2005),454.

Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : Jumanatul Ali- art,
" 1bid, 116.

Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Buhory, Sahil Bukhari, (Beirut, t.t), 233



Seorang imam wajib untuk mengangkat seorang (Qadi atau lebih untuk
umat manusia pada setiap daerah atau negara, sesuai dengan kebutuhan; demi
untuk menyelesaikan perselisihan, menegakkan hukum had, menghukumi dengan
benar dan adil, mengembalikan hak milik orang lain, menenangkan orang yang
dizalimi, serta melihat maslahat bagi kaum Muslimin dan lain sebagainya.
tersebut adalah seorang yang terbaik dari segi keilmuan, kewibawaan, sambil
memerintahkannya untuk bertakwa kepada Allah dan berbuat adil dan
disyaratkan bagi yang menjadi gadi haruslah seorang muslim, laki-laki, baligh,

berakal, adil, berpendengaran baik dan seorang merdeka. '

Kewenangan peradilan (gad@’) terbagi dalam 3 Wilayah, yaitu Wilayah
al-Mazalim, Wilayah al-Qadz’, dan Wilayah al-Hisbah. Wildyah al-Mazalim,
adalah suvatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi dari pada
kekuasaan hakim dan kekuasaan mubtasib. Lembaga ini memeriksa perkara-
perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini
memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-
penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang-orang yang berkuasa,'*

Wilayah al-Qada’, adalah suatu lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-

¥ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, Ringkasan Figih Islam, dalam
http://s1.islamhouse.com/data/id/ih_books/chain/Summ of_the Islamic Figh Tuwaire/id 08 sum

mary_of the islamic_figh tuwajre.doc, (8 Mei 2011).

" Teungku Muhammad Hasbi Asshiddiqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 1997), 92.




perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Menurut ulama

figih wewenang lembaga al- gad@’ terdiri dari :

1. Menyelesaikan setiap perkara yang masuk, baik dengan cara baik maupun
dengan menetapkan ketentuan hukum dalam al-Qur’an.

2. Menghentikan segala bentuk kedzaliman di tengah masyarakat.

3. Melaksanakan hudud (jarimah) dan menegakkan hak-hak Allah.

4. Memeriksa segala perkara yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap
nyawa dan anggota tubuh manusia.

5. Melindungi hak-hak anak yatim dan orang-orang yang cacat mental.

6. Mengawasi dan memelihara harta wakaf.

7. Melaksanakan berbagai wasiat.

8. Bertindak sebagai wali nikah.

9. Mengawasi dan melindungi berbagai kepentingan dan kewajiban hukum.

10. Melaksanakan dan mengajak berbuat amar ma’ruf nahi munkar."

Dalam Wilayah al-Qada’, ada suatu jabatan yang disebut Qadi al-Qudat
yang memiliki kewenangan memecat hakim dan menerima permintaan hakim

yang ingin mengundurkan diri, dan dari pada itu gadl al-qudat, ini memberikan

' Syifaul Qulub, Kajian Figh Siyasah Tentang Konsep Siyasah Dusturiyah dalam
Http://Rangerwhite09 Artikel.Blogspot.Com, , (8 Mei 2011)
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pengawasan kepada para hakim, bawahannya dan meneliti segala keputusan-

keputusan mereka.!®

Sedangkan Wilayah al-Hisbah. adalah suatu tugas keagamaan, masuk ke
dalam bidang amar ma’ruf nahi munkar. Tugas ini merupakan tugas fardlu yang
harus dilaksanakan penguasa. Oleh karenanya, penguasa harus mengangkat
orang-orang yang dipandang cakap untuk tugas ini'’

Dari uraian latar belakang diatas mengenai kekuasaan kehakiman, penulis
ingin meneliti lebih jauh bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung dan Komisi Yudisial terhadap pengawasan pelanggaran etika perilaku
hakim dan dalam Islam Qadf al-Qudat, yang memiliki wewenang untuk
memberikan pengawasan kepada para hakim, maka penulis akan membahas
secara khusus masalah tersebut pada skripsi ini, yang berjudul “Analisis figh
siyasah terhadap pengawasan pelanggaran etika perilaku hakim menurut UU

No.48 Tahun 2009 tentang K ekuasaan Kehakiman”

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakzing masalah yang telah penulis paparkan di atas,
maka dapat ditulis beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang

mengatur pengawasan etika/perilaku hakim

16 Teungku Muhammad Hasbi Asshiddiqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam, 53.
v Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, 57.
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2. Bagaimana sanksi hukum terhadap hakim yang melakukan pelanggaran
terhadap kode etik dan podoman perilaku hakim.

3. Bagaimana kewenangan MA dan KY sebagai pengawas etika/perilaku hakim.

4. Bagaimana kewenangan Qadi a/-Qudat, terhadap pengawasan pelanggaran
etika/perilaku hakim.

5. Bagaimana kajian figh siyasah terhadap pengawasan pelanggaran

etika/perilaku hakim.

. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis
membatasi penelitian ini terbatas pada “bagaimana pengawasan dan sanksi
hukum terhadap pelanggaran etika perilaku hakim menurut UU No.48 Tahun

2009 tentang kekuasaan kehakiman ditinjau dari perspektif figh siyasah.

. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok
permasalahan yang diramuskan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengawasan pelanggaran kode etik perilaku hakim menurut
UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman?
2. Bagaimana kajian figh siyasah terhadap pengawasan pelangggaran
etika/perilaku hakim menurut UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

kehakiman?
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E. Kajian Pustaka

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diharapkan dapat diwujudkan, dan
sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari
segi hukum maupun segi etika. Untuk itu diperlukan suatu institusi pengawasan
yang independen terhadap para hakim itu sendiri. Dalam kekuasaan kehakiman
yang melakukan pengawasan terhadap etika/perilaku hakim adalah Mahkamah
Agung dan Komisi Yudisial, yaitu pengawasan internal oleh Mahkamah Agung
dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Ada beberapa hasil penelitian
dan karya ilmiah yang menyinggung seputar masalah hakim yang relative
berkaitan dengan Judul yang diangkat dalam skripsi ini, antara lain sebagai

berikut:

1. Eksitensi, kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga
Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca
Amandemen 1945 yang di tulis oleh Titik Triwulan Tutik mengurai
tentang kedudukan Komisi Yudisial, fungsi dan kewenangan Komisi
Yudisial dalam sistem kekuasaan kehakiman.'®

2. Fungsi Mahkamah Agung dalam peraktik sehari-hari buku yang di tulis

oleh Henry P. Penggabean yang diterbitkan oleh sinar harapan pada tahun

% Tjtik Triwulan Tutik, Eksitensi, kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial sebagai
lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca Amandemen 1945 , (Jakarta:
Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 145.
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2001 di jakarta dalam tulisannya membahas tentang fungsi khusus
Mahkamah agung bersifat Administratif.'°

3. Kode Etik Hakim Menurut Dustur Umar Bin Khattab dan Relevansinya
dengan Profesi Hakim di Indonesia, skripsi yang ditulis oleh Rohim
menjelaskan tentang kode etik hakim, syarat-syarat hakim menurut
Islam, tugas dan kewajiban hakim serta pengangkatan hakim.?’

4. Kebebasan Hakim Menurut Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 1989,
Dalam skripsi yang ditulis oleh Nur Atiqoh mengkaji tentang pengertian
hakim, tujuan kebebasan hakim, menurut hukum Islam dan UU No.
7/1989.%

5. Analisis Hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan
Agama Terhadap Syarat Tinggi Badan Bagi Pendaftar Calon Hakim
Pengadilan Agama, skripsi yang ditulis oleh Zakil Fuad fnémbahas
tentang bagaimanakah ketentuan tentang syarat tinggi badan bagi calon

hakim pengadilan agama, bagaimana analisis hukum Islam dan UU No. 3

v Henry P. Penggabean, Fungsi Mahkamah Agung dalam peraktik sehari-hari, (Jakarta :
Sinar Harapan, 2001 ), 133.

% Rohim “Kode Etik Hakim Menurut Dustur Umar Bin Khattab dan Relevansinya dengan
Profesi Hakim di Indinesia’, jurusan Akhwal as-Syakhsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002

2! Nur Atiqoh, “Kebebasan Hakim Menurut Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 1989,
jurusan Perbandingan Madzhab dan hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000
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Tahun 2006 tentang peradilan agama terhadap syarat tinggi badan bagi

pendaftar calon hakim pengadilan agama,?

Berdasarkan penelusuran penulis, tidak ada satupun penelitian maupun
karya tulis yang membahas tentang masalah yang akan diteliti dengan Judul:
Analisis figh siyasah terhadap pengawasan pelanggaran etika perilaku hakim
menurut UU No48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga

skripsi ini sangat layak untuk dilanjutkan dan dikaji lebih lanjut.

F. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan
sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat diketahui secara
jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut
adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pelanggaran kode etik
perilaku hakim menurut UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman.

2. Untuk mengetahui bagaimana kajian figh siyasah terhadap pengawasan
pelangggaran etika/perilaku hakim menurut UU No.48 Tahun 2009

tentang kekuasaan.

2 Zakil Fuad dilahirkan pada tanggal 18 Februari 1984 di Lamongan, jawa Timur.
Menyelesaikan pendidikan di jurusan Akhwal as-Syakhsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun
2010 dengan judul skripsi “ Analisis Hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan
Agama Terhadap Syarat Tinggi Badan Bagi Pendaftar Calon Hakim Pengadilan Agama.”
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G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa beberapa

manfaat sebagai berikut:

1.

Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk Menambah khazanah ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam etika profesi hakim
(Kode Etik Hakim Indonesia) dan sebagai bahan studi awal untuk
penelitian lebih lanjut, terhadap analisis figh siyasah pengawasan
pelanggaran etika/perilaku hakim menurut UU No.48 Tahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman.

Secara praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada
seluruh masyarakat pada umumnya sehingga penelitian ini dapat
dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang
berkaitan dengan masalah analisis figh siyasah terhadap pengawasan
pelanggaran etika/perilaku hakim menurut UU No.48 Tahun 2009

tentang kekuasaan kehakiman.
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H. Definisi operasional

Untuk dapat memahami suatu judul penelitian, maka perlu diuraikan

pengertian setiap variabel secara terperinci dan bersifat operasional, adapun

variabel yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut :

Figh siyasah :

Analisis :

Pengawasan :

Pelanggaran :

Merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan
pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan,
pengawasan, pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia
dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan umat sesuai
dengan syara.”dalam hal ini adalah peradilan Islam.

Adalah sifat uraian, penguraian, kupasan suatu masalah.2*
Masalah yang di maksud adalah pengawasan pelanggaran
etika/perilaku hakim

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk
mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai
pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang
semestinya atau tidak.

Adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan atau norma-
norma yang berlaku,dalam hal ini UU No.48 Tahun 2009

tentang kekuasaan kehakiman.

3 A. Djazuli, Figh Siyasal, Implementasi kemasiahan Umat dalam Rambu-rambu Syariah,
(Jakarta : Kencana, 2007), 26.

24 pjus Partanto dan Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya, Arkola, 1994), 29.
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Etika/Perilaku : Etika adalah pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai

Kode etik :

tindakan moral. Istilah ini juga dipakai untuk menujukkan
system atau kode yang di anut, sedangkan perilaku adalah
tindakan; perbuatan;sikap.”® Etika/perilaku di sini adalah SKB
MA No. 47 dan KY No. 2 Tahun 2009 tentang kode etik dan
pedoman perilaku hakim.

Kode Etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda,
pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.
Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai
pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa
kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi
standart kegiatan anggota suatu profesi. 2’ dalam hal ini tentang

kode etik dan pedoman perilaku hakim.

I. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) yaitu

menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian ini

dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi segala data yang terkait,

diantaranya:

B Ibid, 161
% Ibid,, 587

%7 Galih, “pengertian-dan-fungsi-kode-etik”, dalam http://pakgalih. wordpress.com/artikel, 8

mei 2011)
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. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang di himpun adalah:

a. Data tentang pengawasan kode etik perilaku hakim menurut UU No.48

Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

b. Data tentang sanksi hukum terhadap hakim yang melakukan pelanggaran

terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim menurut UU No.48

Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

c. Data tentang kajian figh siyasah terhadap pengawasan pelanggaran

etika/perilaku hakim menurut UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

kehakiman.

. Sumber Data

Dalam penelitian ini merupakan sumber dari mana data akan digali,

karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka sumber utama yang

digunakan adalah buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan judul

penelitian. Sumber data tersebut di bagi menjadi dua, yakni:

a. Data primer

1.

2.

UUD Tahun 1945 Pasca Perubahan

UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

SKB MA No. 47 dan KY No. 2 Tahun 2009 tentang kode etik dan

pedoman perilaku hakim
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b. Data Sekunder yaitu data yang mendukung dari pada sumber primer yang
diperoleh dari buku literatur, artikel maupun informasi berkaitan dengan
masalah yang dibahas:

1. Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, Surabaya: Bina
[Imu.
2. Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010.
3. Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Jakarta: Gema
Insani Press, 2003.
4. Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,
1994.
5. Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peadilan, Jakarta:
Kencana 2007.
6. A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi kemaslahan Umat dalam
Rambu-rambu Syariah, Jakarta : Kencana, 2007
3. Teknik pengumpulan data
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian
pustaka yaitu meneliti sumber-sumber pustaka yang ada kaitannya dengan

penelitian ini, dan sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut
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melalui media internet. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini
menggunakan metode antara lain:
a. Reading, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang
berkenaan dengan tema penelitian.

b.  Writing, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama
dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara
yang satu dengan yang lain.
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh
dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.
¢. Analizing, yaitu melakukan analisa/tinjauan hukum terhadap hasil
pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga
diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang
dipertanyakan.
5. Metode Analisis Data
Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini
adalah deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

a. Deskriptif



21

suatu cara menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga
diperoleh pemahaman secara menyeluruh.
b. Deduktif

Adalah pola pikir yang membahas persoalan yang dimulai dengan
memaparkan hal-hal yang bersifat umum yaitu tentang pengawasan
pelanggaran etika/perilaku hakim menurut UU No.48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang
bersifat khusus berkenaan dengan pengawasan pelanggaran etika/perilaku

hakim dalam figh siyasah.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian ini dan agar
dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasannya
disusun dalam perbab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga
tergambar keterkaitan yang sistematis, sistematika pembahasannya sebagai
berikut:

Bab pertama merupakan Bab Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang
Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka,
Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode
Penelitian. Bab ini diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab dua: Bab ini membahas tentang Lembaga Pengawas Kode Etik

Hakim dalam Hukum Positif dan Hukum Islam
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Bab ketiga : Bab ini membahas Kode Etik Hakim dan Pengawasannya
Bab empat: Bab ini menjelaskan tentang tinjauan Figh Siyasah terhadap
pengawasan pelangggaran etika/perilaku hakim menurut UU No.48 Tahun 2009

tentang kekuasaan kehakiman.

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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4) Berbagai kekuasaan atau kewenagan lain yang diberikan oleh undang-
undang.!
2. Struktur Mahkamah Agung
Susunan dan kekuasan badan-badan kehakiman diatur dalam UU No. 14
Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 dan di ubah lagi yaitu
UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan khusus ketentuan tentang
Mahkamah Agung (MA) di atur dalam UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah
Agung. Pasal 4 ayat 5 Tahun 2004 menentukan susunan MA terdiri atas pimpinan,
hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Adapun jumlah hakim agung paling
banyak enam puluh orang.
1) Hakim Agung: Pimpinan dan Hakim Anggota
Pimpinan MA terdiri dari: seorang ketua; dua orang wakil ketua; dan
beberapa orang ketua muda. Wakil ketua MA meliputi:
a. Wakil ketua bidang yudiasial yang membawahi ketua muda perdata,
ketua muda militer, dan ketua muda tata usaha negara;
b. Wakil ketua bidang non-yudisial yang membawahi; ketua muda
pembinaan dan ketua muda pengawasan.
Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung dan diangkat
oleh presiden. Sedangkan Ketua Muda MA diangkat oleh presiden di antara hakim

agung yang diajukan oleh Ketua MA.

! Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 210-211
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Para hakim agung diangkat oleh presiden dari nama calon yang diajukan oleh
DPR. Calon hakim agung dipilih oleh DPR dari nama calon yang diusulkan oleh
Kmisi Yudisial.® Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon hakim
harus memenuhi syaratyang ditentukan oleh (UU Nomor 3 Tahun 2009 pasal 7)°

diantaranya:

a. hakim karier:

1. warga Negara Indonesia;

2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau
sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;

4. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;

5. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;

6. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk
paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan

7. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan
pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

b. nonkarier:

1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2,
angka 4, dan angka 5;

2. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling
sedikit 20 (dua puluh) tahun;

3. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum
atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan

4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

? bid, 211.

3 UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-indang nomor 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung
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Proses pemberhentian dengan hormat hakim agung mahkamah dari jabatannya
dilakukan presiden atas usul Ketua MA yang diatur oleh* (UU Nomor 3 Tahun 2009
pasal 11) apabila :

a. meninggal dunia;

b. telah berusia 70 (tujuhpuluh) tahun;

c. atas permintaan sendiri secara tertulis;

d. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan
berturutturut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau

€. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat hakim agung Mahkamah
Agung dari jabatannya dilakukan oleh presiden atas usul Mahkamah Agung karena:

a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. melakukan perbuatan tercela;

c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus
selama 3 (tiga) bulan;

d. melanggar sumpah atau janji jabatan;

e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau

f. melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

* UU Nomor 3 Tahun 2609 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung
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Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul
pemberhentian karena alasan sebagaimana di atas hakim agung mempunyai hak
untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
2) Panitera
Pada Ma ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera
yang dibantu oleh beberapa orang panitera muda .dan beberapa orang panitera
pengganti.
Untuk dapat diangkat menjadi panitera MA, seorang calon harus memenuhi
persyaratan:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang
hukum; dan
d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda
Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat
banding.
3) Sekretariat
Sekretariat MA dipimpin oleh seorang sekretaris MA. Sekretaris MA diangkat

dan diberhentikan oleh presiden atas usul Ketua MA.
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Pada secretariat MA dibentuk beberapa direktorat jenderal dan kepala badan
yang dipimpin oleh beberapa direktur jenderal dan kepala badan yang diangkat dan
diberhentikan oleh presiden atas usul Ketua MA.°

3. Tugas dan Wewenang MA

Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman memiliki tugas

dan kewenagan yang disebutkan oleh UU Nomor 3 Tahun 2009 antara lain:

Pasal 32

(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan
peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung
melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan
keuvangan.

(3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang
bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di
bawahnya.

(4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan
kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

(5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara."

Pasal 32A

(1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah
Agung.

(2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi
Yudisial.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman
kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.

(4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

5 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD\) 1945,213.
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Pasal 32B

Mahkamah Agung harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan
informasi mengenai:

a. putusan Mahkamah Agung; dan/atau
b. biaya dalam proses pengadilan.®

4. Sejarah Terbentuknya Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Pada sekitar tahun 1980an barulah dirasakan pentingnya fungsi pengawasan

dalam penyelenggaraan negara di indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya

1. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan

2. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan

melekat.

Sampai dengan tahun 2001 fungsi pengawasan ini dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung dengan menunjuk Hakim Agung Penanggung jawab Pengawasan

Wilayah, tanpa memiliki struktur dan Supporting Unit.

Pada tahun 2001 atas usulan dari Mahkamah Agung RI dikeluarkanlah Surat

Keputusan Presiden RI Nomor 131 / M Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 Tentang

® UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung
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Pengangkatan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan
Pembinaan. Jadi sejak tahun 2001 di Mahkamah Agung sudah ditunjuk seorang
Hakim Agung yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang
merupakan salah satu fungsi dari Mahkamah Agung, Namun pelaksanaan tugas
Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan Pengawasan dan Pembinaan ini tidaklah
dapat terlaksana secara maksimal karena tidak memiliki struktur dan tidak

tersedianya Supporting Unit untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya.

Guna mengatasi kendala tersebut, Mahkamah Agung mengajukan konsep
pembentukan unit Pengawasan dan Pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara, atas mana Menteri memberikan persetujuannya dengan Surat
Nomor 156 / M.PAN / VI / 2002 tanggal 10 Juni 2002. Persetujuan tersebut oleh
Panitera / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI ditindaklanjuti dengan
pembentukan Unit Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung
RI berdasarkan Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI
Nomor : MA / PANSEK /013 / SK . VI / Tahun 2002 tanggal 12 Juni 2002 Tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Panitera / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : MA / PANSEK / 02 / SK / Tahun 1986 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan / Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, dibentuklah struktur
organisasi Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI yang

terdiri atas :
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1. Seorang Pejabat Struktural Eselon Ila selaku Asisten Bidang Pengawasan
dan Pembinaan Mahkamah Agung RI ( Surat Keputusan Panitera / Sekretaris
Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor : UP.IV / 116/ PSJ / SK / 2003 tanggal
14 April 2003 Tentang Pengangkatan Para Pejabat Struktural Eselon II di
Lingkungan Seckretariat Jenderal Mahkamah Agung RI).

2. Sembilan orang Hakim Tinggi Pengawas / Pejabat Fungsional Pengawasan.

3. Tiga orang Pejabat Struktural Eselon III yaitu Kepala Bidang Peradilan Uum
dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Bidang Peradilan Agama dan
Peradilan Militer dan Kepala Bidang Peradilan Mahkamah Agung.

4. Enam orang Pejabat Struktural Eselon IV yang masing-masing adalah Kepala
Sub Bidang Peradilan Umum, Tata Usaha Negara, Agama, Militer,

Mahkamah Agung dan Tata Operasional.

5. Sebelas orang Staff.

Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI
(Asbidwasbin) secara struktural organisatoris berada dibawah Panitera / Sekretaris
Mahkamah Agung RI yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi

Ketua Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan.’

"Mahkamah Agung, Sejarah Badan Pengawasan Mahkamah Agung, dalam
http://bawas. mahkamahagung, go.id/web_bawas/?pg=19, (1 Juli 2011)
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B. Komisi Yudisial (KY)

1. Pengertian Komisi Yudisial -

Komisi yudisial merupakan lembaga Negara yang terbentuk setelah adanya
amandemen terhadap UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang
bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan

atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam konteks ketatanegaraan Komisi Yudisial mempunyai peranan yang
sangat penting yaitu: (1) mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui
pencalonan hakim agung; (2) melakukan pengawasan terhadap hakim yang
transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat, serta perilaku hakim.®
2. Struktur Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah dewan yang terdiri atas seorang ketua, seorang wakil
ketua yang merangkap anggota dan tujuh orang anggota. Keanggotaan terdiri atas
unsur mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Ketua
dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial.

Mereka diangkat dan diberehentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR, untuk masa
Jjabatan 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Untuk

setiap lowongan keanggotaan KY, oleh DPR diusulkan 3 orang.

® Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, (Jakarta: Prestasi Pustaka
Publisher, 2006), 168.
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Untuk dapat menjadi anggota KY harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1)
warga negara Indonesia; (2) bertagwa kepada Tuhan yang Maha Esa; (3) berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada
saat proses pemilihan; (4) mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15
(lima belas) tahun; (5) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (6) sehat
Jjasmani dan rohani; (7) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana

kejahatan; dan (8) melaporkan daftar kekayaan.’

3. Sejarah Komisi Yudisial

Berawal pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan
Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam
mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan
dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman
jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam undang-

undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Baru kemudian tahun 1998-an muncul kembali dan menjadi wacana yang
semakin kuat dan solid sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim, yang
tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-
cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional

dapat tercapai.

® bid., 169.
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Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR
tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan
pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Komisi
Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, seréa perilaku hakim. Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah dibentuk
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di

Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Setelah melalui seleksi yang ketat, terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan
sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 melalui Keputusan Presiden
tanggal 2 Juli 2005. Dan selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2005, ketujuh anggota
Komisi Yudisial mengucapkan sumpah dihadapan Presiden, sebagai awal memulai

masa tugasnya. '’
4. Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial

Wewenang komisi yudisial diatur dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945 pasca
amandemen. Pasal 24B ayat (1) perubahan UUD 1945 tersebut merangkum
sekaligus, fungsi, tugas dan wewenang KY dalam wujud rumusan umum.

Berdasarkan pokok pengaturan tersebut, UU No. 22 Tahun 2004 menjabarkan fungsi

K omisi Yudisial, Sejarah Komisi Yudisial, dalam http://www.komisiyudisial.go.id (1 Juli
2011
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strategis KY melalui pasal 13 yang menyatakan bahwa, “Komisi
Yudisialnmempunyai wewenang: (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
kepada DPR; dan (b) menegakkan kechormatan dan keluhuran martabat serta

» ]l

menjaga perilaku hakim

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR

Komisi Yudisial sebagai pengontrol dan pengimbang (checks and balances)
kekuasaan kehakiman, diharapkan mampu menjamin terciptanya perekrutan
hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim yang
bertugas di lapangan agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai
moralitasnya sebagai seorang hakim yang harus memilki integritas dan
kepribadian tidak tercela, jujur, adil, serta menjungjung tinggi nilai-nilai
profesionalisme yang melekat padanya.

Wewenang KY dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dimaksudkan
untuk menghindari terjadinya politisasi perekrutan hakim agung. Secara
alamiah, kekuasaan politik presiden dan parlemen selalu ingin mendudukan
orang-orang-nya sebagai hakim agung. KY diharapkan mampu

meminimalisasi, kalau bukan mengeliminasi, terjadinyapolitisasi itu.'?

Y Titik Triwulan Tutik, Eksitensi, kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial sebagai
lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca Amandemen 1945 , (Jakarta:
Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 152
2 Wid, 154
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Menurut PH Lane (1999), bahwa independensi kekuasan kehakiman dalam
sebuah Negara salah satunya ditujukkan dengan pola perckrutan hakim agung
yang tidak bersifat politis. Artinya, bahwa perckrutan tersebut harus
didasarkan kepada kompetensi, skill performan, kredibilitas serta prestasi
yang dilakukan secara transparansi, validitas dan akuntabilitas yang tinggi
bukan semata-mata karena relasi dan KKN.

Sesuai dengan sebutannya sebagai hakim agung, maka persyaratan
keanggotaannya harus benar-benar memenuhi syarat yang ideal tentang
kualifikasi hakim yang benar-benar memenuhi syarat yang ideal tentang
kualifikasi hakim yang benar-benar diagungkan. Mengingat kompleksitasnya
perrsyaratan, maka proses rekrutmen hakim agung harus dilakukan secara
selektif.

. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku
hakim

Jabatan hakim pada dasarnya merupakan jabatan yang terhormat, dan luhur
yang senantiasa dijadikan figure bagi masyarakat. Hal ini mengandung arti,
bahwa jabatan hakim adalah jabatan yang amanah dalam upaya penegakkan

keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan itu maka ada



37

dua karakter yang melekat pada jabatan hakim yang harus selalu dijaga yaitu

kehormatan dan keluhuran.!?

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus
dijaga dan di pertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam
menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada
putusan yang di buatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan
proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan
perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.
Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat
kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya di miliki,
tetapi harus di jaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau
perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku
yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim
dapat di jaga dan ditegakkan.'*

Berkaitan dengan kondisi demikiaan, maka keberadaan KY sebagai
lembaga yang dalam tugas dan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
menjadi urgen-terutama dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat

serta menjaga perilaku hakim. ">

" Ibid, 161-162.
Y SKB MA Dan KY Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009

** Titik Triwulan Tutik, Eksitensi, kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial sebagai

lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca Amandemen 1945, 164,
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C. Pengertian Qadl” al-Qudat,
1. Pengertian Qadi al-Qudat

Secara bahasa, Qadi al-Qudat terdiri dari dua kata, yakni:

Z 2 Fa

olas dan » U

yang artinya : hakimnya para hakim.

Sedangkan menurut istilah, Qadi a/-Qudat bisa diartikan sebagai menteri
kehakiman.'® dan sebagian orang juga menyamakannya pada jaman sekarang dengan
ketua mahkamah agung, Qadi al/-Qudat diangkat oleh khalifah dan kepadanya
diserahi urusan peradilan, dan diberi hak mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi
yang dipandang mampu, baik jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat.'”

2. Sejarah terbentuknya Qadi al-Qudat

Ketika jaman Nabi SAW dan khulafa’ , para Qadi diangkat oleh khalifah atau
pejabat daerah atas penyerahan wewenang dari khalifah dan masing-masing. Para
gadi berdiri sendiri sehingga tidak ada hubungan administratif antara satu Qadl
dengan yang lain.'® dan berada dalam kedudukan yang sama dan dengan status yang
sama pula di hadapan khalifah, walaupun mereka berkedudukan di daerah atau ibu

kota negara.

"*Teungku Muhammad Hasbi Asshiddiqie, Sejarah Peradilan Islam,(Jakarta,: Bulan Bintang,
1970), 24.

7 Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, t.t), 65.

18 Teungku Muhammad Hasbi Asshiddiqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam,, (Semarang:

Pustaka Rizki Putra, 1997) 52-53.
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Hal ini terus berlangsung dimulai dari masa nabi hingga akhirnya sampai
kepada masa pemerintahan Bani Umayah. Namun pada masa pemerintahan khalifah
Bani Abbas khususnya ketika dipimpin oleh Harun Al-Rasyid, ia mengangkat
sescorang yang dianggap cakap dan diserahkan kepadanya urusan peradilan dan
dialah wakil kepala Negara untuk mengangkat hakim-hakim didaerah.

Dimasa inilah timbul satu jabatan tersebut, yaitu Qadi al-Qudat atau disebut
juga dan disamakan dengan ketua Mahkamah Agung. Mereka diangkat oleh khalifah
dan diberikan kekuasaan untuk mengurus peradilan.

Orang yang pertama menjabat jabatan Qadi a/-Qudat adalah Abu Yusuf dan
beliau pertama kali yang menentukan pakaian toga hakim, seorang murid Imam Abu
hanifah yang berperan dalam menyusun ushul figh menurut mazhab Hanifah dan
sangat berperan menyebarkan ilmu Abu Hanifah kesegenap daerah Islam.

Kebanyakan ulama Hanafiyah menggolongkan Abu Yusuf ke dalam golongan
mujtahid mazhab. Akan tetapi golongan ahli tahqiq menggolongkan beliau ke dalam
golongan mujtahid mutlaq dan beliau tidak membentuk mazhab sendiri karena
sangat menghormati gurunya.

Pada saat Abu Hanifah diminta untuk menjadi hakim, Abu Yusuf
bermusyawarah dengan murid-murid Abu Hanifah yang lain. Abu Yusuf dan teman-
temannya menganjurkan supaya Abu Hanifah menerima jabatan itu tetapi Abu
Hanifah tetap menolak. Sesudah Abu Hanifah meninggal, barulah Abu Yusuf

menerima jabatan hakim.
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Beliaulah yang mengangkat ulama-ulama bermazhab Hanafi untuk menjadi
hakim-hakim di daerah, hal ini pula yang menjadi faktor meluasnya penganut
mazhab Hanafi di negeri-negeri Islam.

Konon setelah Harun al- Rasyid mengangkat Abu Yusuf sebagai Qadi al-
Qudat, Harun Al-Rasyid tidak pernah lagi mengangkat hakim tanpa meminta
nasehat dari Abu Yusuf."”

3. Wewenang Qadi al-Qudat.

Qadi al-Qudat selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang
memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri,
juga mengurusi urusan administrasi. Qadi al-Qudat juga memberikan pengawasan
kepada para hakim, bawahannya. Sekilas peran ini serupa dengan Menteri
kehakiman di jaman kontemporer saat ini.

Tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim-hakim di
bawahnya bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan hakim-hakim di
daerah. Sekilas seperti peran Mahkamah Agung saat.

Tugas dan wewenang para Qadj al-Qudat dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Memantau dan mengawasi segala tindakan para Qadi
2. Meneliti dan memeriksa putusan-putusan yang mereka buat
3.  Berwenang untuk meninjau kembali putusan-putusan tersebut.

4. mengawasi tingkah laku para Qadi di masyarakat

' Hudhari bik, Zarikh At-T: asyri’ Al- Islami. (Semarang: Darul Yahya, 1980), 412.
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5. berwenang untuk membatalkan suatu putusan hukum, karena kekuasaan
mereka tidak hanya terbatas pada segi administratif saja, tapi meliputi
segi-segi pengawasan terhadap fatwa.?’

6.  Berwenang untuk memecat pejabat di bawahnya.

7. Mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik
yang menjabat di pemerintahan jauh ataupun dekat.

8.  Dan bagi para Qadi diberi hak mengundurkan dirinya dari jabatan yang dia
emban jika memang dipandang membawa maslahat.

Selain mempunyai tugas dan wewenang Qad; al-Qudat juga mempunyai hak, yaitu:*!

1. Qadi al-Qudat mempunyai hak mengundurkan diri dari jabatannya jika

dipandang maslahat.

2. Qadj al-Qudat mempunyai hak untuk ditetapkan atau diangkat oleh khalifah.

Kewajiban bagi Qadi ada beberapa macam, antara lain :

1. Berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara,tetapi
perdamaian itu tidak dipaksakan kepada salah satu pihak, demikian juga
tidak boleh mengulur-ulur proses persidangan karena semata-mata ingin
mencapai perdamaian. Dalam hal ini imam malik berkata yang artinya ”

saya tidak menyetujui, hakim bertindak salah satu pihak yang berperkara

2 Teungku Muhammad Hasbi Asshiddigie, Peradilan dan Hukum Acara Islam, 53.
21 .
Ibid, 52.
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atau mengenyampingkan permusuban salah satu pihak itu karena semata-

mata ingin mencapai perdamaian”, %

. Wajib menyamaratakan pandanganya terhadap pihak-pihak yang
berperkara tanpa memperhatikan segi agamanya. Demikian juga dengan
berbicara dengan mereka, selama pihak-pihak yang berperkara itu sendiri
tidak melampaui batas, maka tidak mengapa memberi pelajaran kepada
mereka atau memukulnya.

. Qadi wajib menentramkan hati orang yang takut dan memdahulukan orang
yang datang lebih dahulu, di samping itu juga harus di perhatikan orang
yang daatang dari jauh atau orang-orang yang sakit agar mereka di

dahulukan.

Akan tetapi gadi al-qudar tidak boleh mengangkat ayahnya sendiri atau

anaknya. Namun ada yang boleh apabila ayah atau anak yang diangkat itu dapat

memenuhi syarat- berpendapat syaratnya®. Karena hal wewenang mengangkat

bersifat umum.

Etika Hakim (adabul Qadl)

Adabul Qadi adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang yang harus di

laksanakan oleh secorang qadhi dalam berinteraksi sesama manusia dalam

menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa adabul qadhi

* Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, 70.
BIbid, 65.
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perbutan yang patut dilaksanakan oleh seorang qadhi baik di dalam mahkamah
maupun di luar mahkamah. Di luar mahkamah seorang Qadi tidak seharusnya ia
bergaul bebas dengan masyarakat di sekelilingnya atau berjalan-berjalan dengan
mercka melainkan hanya sekedar perlunya saja. Seorang Qad juga tidak dibenarkan
bersenda gurau secara berlebihan, hal ini akan menjatuhkan martabat dan
wibawanya sebagai Qadi. Seorang Qadi juga ‘tidak dibenarkan berjalan-jalan di pasar
sendirian, jika hendak membeli sesuatu yang diperlukannya sebaiknya ia pergi
bersama dengan pembantu-pembantunya. Juga seorang qadhi tidak seharusnya
membeli barang-barang dari kenalannya, karena dikhawatirkan hatinya akan
cenderung terikat dengan kenalannya itu.?* Etika hakim (Adabul Qadi) dalam islam
dapat di rinci sebagai berikut:

1. Disunnahkan bagi Qadi untuk menjadi seorang yang kuat tapi tidak kasar;
agar orang dzalim tidak tamak terhadapnya, seorang lembut tapi tidak lemah;
agar tidak ditakuti oleh orang yang benar.

2. Hendaklah seorang Qadi itu seorang yang memiliki sifat lemah lembut;
sehingga dia tidak marah dari pembicaraan orang yang menentangnya, yang
bisa menjadikannya terlalu terburu-buru (dalam menghukumi) tanpa meneliti

sebelumnya.

* Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, (Jakarta : Kencana 2007),
34,



Hendaklah dia itu seorang yang memiliki kasih sayang; sehingga keterburu-
buruannya tidak menyebabkan sesuatu yang tidak pantas, dan hendaklah dia
seorang cerdas; agar tidak terbodohi oleh sebagian orang yang menentang.
Hendaklah dia seorang yang bijaksana, suci dalam diri serta hartanya dari
hal-hal yang diharamkan.

Hendaklah dia seorang yang amanah dan ikhlas dalam beramal karena Allah
SWT, dengannya dia mengharap ganjaran serta pahala, dan tidak takut dari
celaan orang yang mencela.

Hendaklah dia mengetahui akan hukum-hukum perhakiman sebelum
diangkat; agar mudah baginya ketika menjatuhkan hukuman.

. Sepatutnya majlis seorang Qadr harus dihadiri oleh para fugoha serta ulama,
dan dia bermusyawarah bersama mereka tentang permasalahan yang
dianggapnya sulit.

. Seorang (Qadi berkewajiban untuk menyamakan antara dua orang yang
berselisih ketika mereka menemuinya, duduk dihadapan keduanya,
memperhatikan serta mendengarkan dari keduanya, serta dalam menghukumi
sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan.

. Diharamkan bagi seorang Qadi untuk menghukumi sedangkan dia dalam
keadaan marah yang sangat, atau dalam keadaan menahan buang hajat, dalam

keadaan sangat lapar atau dahaga, dalam keadaan tertekan, bosan, malas
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ataupun dalam keadaan mengantuk, apabila dia menyelisihi ini dan
bertepatan dengan kebenaran, maka itu harus dilaksanakan,

6. Disunnahkan bagi seorang Qadi untuk mengangkat seorang sekretaris
muslim, mukallaf, adil, yang mana dia akan mencatat untuknya tentang
segala kejadian, hukuman ataupun lainnya.

7. Diharamkan bagi seorang Qadi ataupun lainnya untuk menerima risywah
(sogokan), tidak pula menerima hadiah kecuali dari dia yang memberinya
sebelum dirinya diangkat menjadi Qadi, dan yang utama adalah tidak
menerimanya, sebagaimana sabda Rasulullah #%: "Hadiah dari para pegawai
adalah merupakan sebuah hianar' HR. Ahmad.

8. Hendaklah seorang Qadi tidak menghukumi atas dasar pengetahuannya;
karena yang demikian akan berakibat pada tuduhan terhadap dirinya, bahkan
hendaklah dia menghukumi sesuai dengan apa yang dia dengar, dia
dibolehkan untuk menghukumi sesuai dengan apa yang dia ketahui, selama
hal tersebut tidak berdampak kepada persangkaan serta tuduhan, atau boleh
pula ketika hal tersebut telah mutawatir menurutnya dan yakin akan
kebenaran beritanya, yaitu ketika pengetahuan tentangnya diketahui olehnya

dan juga oleh orang lain.?

» Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, Ringkasan Figih Islam (8), dalam
http://www.islamhouse.com/pr/223250 (5 Juli 2011)
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Dari penjelasan di atas bahwa orang yang menjabat sebagai Qadi tidak boleh
menerima hadiah dari pihak-pihak yang berperkara, juga dari orang-orang yang
berada dalam lingkup jabatannya, meskipun orang-orang itu tidak sedang berada
dalam perkara hukum, karena hal itu dapat melemahkannya saat mengurus masalah
hukum orang itu nantinya. Jika seorang Qadi menerima hadiah dari seseorang yang
berperkara, maka hendaknya segera mengembalikannya kepada orang yang
memberikannya. Jika ia tidak mengetahui lagi orang yang memberikannya, maka
hadiah yang sudah diterima itu diserahkan kepada baitulmal, karena baitulmal lebih
berhak darinya. Jika pemerintah yang memberikan hadiah kepada Qadi, menurut
sebagian para ahli hukum hadiah tersebut boleh diterima asalkan tidak ada sangkut
pautnya dengan perkara yang sedang ditangani.

Maka dari penjalasan di atas dapat di tarik suatu kesimpulan, apabila seorang
Qadi tetap mengambil dan tidak mengembalikan hadiah tersebut kepada yang
memberikannya atau ke baitulmal maka qadhi tersebut menerima suap dan telah
melanggar adab-adab Qadi (etika perilaku hakim), dalam islam yang berhak
memberikan pemantauan, pengawasan segala tindakan para Qadi dan yang
berwenang memecat pejabat di bawahnya adalah qadhi al-qudhat.

Dalam melaksanakan persidangan, Qadi harus menyamakan kedudukan para
pihak sama dalam majelis persidangan. Tidak diperkenakan melebihkan salah satu

dengan lainnya, baik mengenai sikap, pertanyaan yang diajukan kepada para pihak,
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tempat duduk para pihak, dan mendengar keterangan para pihak, pelayanan ketika
masuk, selama dalam persidangan dan ketika keluar persidangan.?®

Konsep kehakiman dalam peradilan Islam sangat mengutamakan asas
equality before the law dan asas audi et alteram partem. Kedudukan para pihak
adalah sama di muka hukum dan memutuskan perkara hakim harus menghadirkan ke
dalam majelis pihak-pihak yang berperkara dan qadhi dilarang memutus perkara
sebelum mendengar semua pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang
disidangkan itu. Qadi dilarang berbicara dengan lembut dan bahasa yang hormat
kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan satu pihak dan menolong pihak yang
lain. Qadi harus bersikap berimbang dalam memeriksa keterangan para pihak yang
berperkara, ia harus bersikap adil.

Dalam melaksanakan perdamaian, tidak boleh pelaksanaan perdamaian itu
dipaksakan kepada pihak-pihak yang berperkara. Perdamaian baru dapat
dilaksanakan kalau proses perdamaian itu terjadi dengan cara sukarela.

Kalau nyata bahwa perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada hasrat
bagi pihak yang berperkara untuk berdamai, maka proses pemeriksaan dilanjutkan.
Qadi tidak dibenarkan mengulur-ulur proses pemeriksaa karena semata-mata
bermaksud ingin mencapai perdamaian. Jika qadhi telah berketetapan hati untuk
mengambil suatu keputusan terhadap kasus yang disidangkannya, maka itu lebih

baik dari pada mengulur waktu persidangan. Memperlambat persidangan (menunda-

6 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Pen wyelenggaraan Peradilan , 36.
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nunda tanpa dasar hukum) akan dapat mendatangkan kemudaratan kepada pihak-
pihak yang berperkara.
1. Pengawasan prilaku hakim (Adabul qadi)

Peradilan (Al-Qada’) adalah merupakan suatu lembaga yang telah dikenal
sejak dari zaman purba sampai dengan masa sekarang ini dan dia adalah merupakan
sebuah kebutuhan yang tak dapat ditawar-tawar keberadaannya sebab lembaga
peradilan adalah merupakan salah satu prasyarat tegaknya pemerintahan dalam
rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para warga negara.

Peradilan adalah merupakan tugas suci yang diakui oleh seluruh bangsa, baik
mereka yang tergolong bangsa-bangsa yang masih terbelakang maupun bangsa-
bangsa yang tergolong sudah maju. Di dalam peradilan itu terkandung menyuruh
perbuatan dan mencegah perbuatan munkar, menyampaikan hak kepada yang berhak
menerimanya dan menghalangi orang yang zhalim daripada berbuat aniaya, serta
mewujudkan perbaikan umum. Dengan peradilanlah dilindungi jiwa, harta dan

kehormatan.?’

Dalam suatu peradilan itu ada seorang Qadi yang mengurusi
peradilan, Qadi mempunyai tugas untuk melaksanakan keadilan. Oleh karena itu,
seorang (Qadi harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan
pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai Qadi. Qadi i

tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa

Hendro Peradilan Pada Masa Dinasti Bam Abbasiyah, dalam

i-bani html, (5 Juli 2011)
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pun, ia harus tetap tegar dari segala pengaruh dari pihak mana pun.®® Agar Qady
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kewenangannya maka
diperlukan suatu lembaga yang mengawasi tingkah laku seorang qadhi dan dalam
Islam yang melakukan pengawasan terhadap tingkah laku Qadi adalah Qadi al-
Qudat.”

2. Pelanggaran Kode Etik Hakim

Apabila ada seorang hakim yang curang dalam menjatuhkan hukuman, atau
menerima suap dalam mengadili, diancam hukuman yang berat oleh Allah, yaitu
masuk neraka atau malah bisa menjadi kafir (murtad).

Dalam islam ada beberapa hakim yang dipecat dari jabatannya karena
beberapa hal:

Yang pertama Yahya Ibn Aktsam bin Muhammad Attamimi beliau lahir di
Maru dan menjadi hakim di waktu masih berusia muda. Beliau diangkat menjadi
hakim di Bashrah di dalam usia 27 tahun.

Beliau ini mempunyai hubungan yang erat dengan Al Ma’mun. Al Ma’mun
mengangkatnya sebagai wazir dan sebagai hakim di bagdad. Pada suatu ketika
timbul suatu persengketaan antaranya dengan Al Ma’mun lantaran beliau
mempergunakan harta-harta zakat tidak sebagai yang di kehendaki oleh Al Ma’mun.

oleh karena itu beliau dipecat dari jabatannya.

2 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peadilan, 33.

? Refa,Kejamkah Hukum Islam, dalam
http://pondok24.wordpress.com/2009/03/01/kejamkah-hukum-islam/, (5 Juli 2011)
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Yang kedua Ahmad ibn Abi Daud beliau diangkat menjadi hakim dan
penasehat utamanya oleh Al Mu’tashim, pada masa pemerintahan Al Mutawakkil,
beliau diserang penyakit lumpuh sebelah badan, karenanya beliau menunjuk anaknya
menjadi hakim dan menjadi ketua lembaga mazhalim. Akan tetapi anaknya tidak
dapat menyesuaika diri dengan kemauan khalifah, maka khalifah memecat Amhmad
ibn Daud dan anaknya dari kedudukannya, bahkan mzvita semua harta mereka serta

memenjarakan anaknya yang bernama Muhammad d saudari-saudarinya.*

% Imam Al-Mawardi , Al-Ahkam As-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara
Dalam Syariat Islam, alih bahasa Fadli Bahri cet 2 (Jakarta: Darul Falah, 2006), 169-170.



BAB III

KODE ETIK HAKIM DAN PENGAWASANNYA

A. Pengertian Kode Etik Hakim

Kode Etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis yang harus dijadikan pedoman
oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi scbagai Hakim.

Pedoman Tingkah laku ( Code of Conduct) Hakim ialah penjabaran dari kode
etik profesi Hakim yang menjadi pedoman bagi Hakim Indonesia, baik dalam
menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun
dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh
dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum pedoman tingkah
laku (code of conduct) diantaranya sebagai berikut:

1. Berperilaku adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang
menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama
kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar
dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama
(equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang
melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab '
menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak

membeda-bedakan orang.

51
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2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah
benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang
kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan
demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang
baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berperilaku Arif Dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma
yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan,
kebiasan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi
pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang
arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas,
mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas
dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri
mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada
prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum

yang berlaku.
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5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan
tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan
tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam
melaksanakan tugas.
Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan
dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk
menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan
cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung jawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya
segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian
untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung tinggi harga diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan
kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip
menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk
pribadi yang kuat dan tangguh, schingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga

kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.
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8. Berdisiplin tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang
diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan
masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi
yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha
untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah
yang dipercayakan kepadanya.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh
dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan
mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar,
menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta
mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban
tugas.

10. Bersikap profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk
melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional
akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan

mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan
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dan kinerja, schingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan
efisien.'
B. Model Pengawasan
1. Model Pengawasan Perilaku Hakim
Kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara harus
tetap terjaga, dipertahankan dan dihormati oleh semua lembaga Negara termasuk
MA dan KY.?

Dalam krangka konseptual model pengawasan pelaksanaan tugas para hakim,
dilakukan melalui dua jenis pengawasan yaitu: pertama, pengawasan internal yang
dilakukan oleh Badan Pengawas pada Mahkamah Agung. Pengawasan internal ini
berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas peradilan di semua
tingkatan dan di seluruh wilayah hukum peradilan Republik Indonesia. Kedua,
pengawasan cksternal yang dilakukan oleh komisi independen yaitu Komisi
Yudisial. Keberadaan pengawas eksternal ini penting agar proses pengawasan dapat
benar-benar bertindak obyektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan
yang bersih, efektif, dan efesien.

Selain pengawasan internal dan eksternal, dalam masyarakat juga
berkembang ide pengawasan oleh masyarakat. Dalam hal ini Jimly Asshiddigie

berpendapat yang di kutip oleh Titik Triwulan Tutik, bahwa secara konseptual ide

! SKB MA Dan KY Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009
2Titik Triwulan Tutik, Eksitensi, kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial sebagai

lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca Amandemen 1945 , (Jakarta:
Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 168.
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pengawasan oleh masyarakat. ini baik. Akan tetapi, pengawasan oleh masyarakat
tersebut sebaiknya dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh
DPR yang sebagian telah pula dilimpahkan menjadi tugas dan fungsi KY.?
2. Objek Pengawasan
1) Masalah teknis peradilan, menyangkut penyelenggaraan atau jalannya
peradilan.
2) Perbuataf; dan tingkah laku Hakim serta pejabat kepaniteraan dalam
menjalankan tugasnya.
3) Administrasi Peradilan.
3. Pelaksanaan pengawasan
Menurut Henry P. Panggabean untuk memudahkan pemahaman atas obyek
kegiatan pengawasan itu sebagai berikut:
1. Masalah tehnis peradilan
Selain pengawasan melalui pemeriksaan perkara di tingkat banding dan
kasasi maupun melalui upaya hukum lainnya, maka harus diperhatikan pula tentang
kemampun tehnis seorang hakim dalam menangani pemeriksaan (melalui berita
acaara dan pengamatan di persidangan) dan kualitas putusannya sampai eksekusi
dari putusan itu. Untuk itu Ketua Pengadilan harus selalu mengamati prestasi kerja

para hakim dan pejabat kepaniteraan dengan antara lain melakukan eksaminasi

3 Ibid,, 169-170
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perkara, maupun penilaian putusan tersebut. Itu semua harus dicatat dalam buku
catatan penilaian pelaksanaan tugas hakim/pejabat kepaniteraan.

Di samping itu dalam memeriksa perkara dalam tingkat banding, para Hakim
Tinggi harus pula menilai prestasi/hasil karya hakim yang memutus perkaranya dan
meneliti apakah minutasi dan pengiriman berkas perkara banding ke P.T. dilakukan
pada waktunya, demikian pula pengiriman berkas ke M.A. untuk kasasi atau
peninjuan kembali, serta apakah eksekusi telah dilaksanakan menurut cara dan dalam
tenggang waktu yang ditentukan/wajar. Untuk itu perlu diadakan buku catatan
penilaian pelaksanaan Tugas Hakim/pejabat Kepaniteraan oleh Pengadilan Tinggi.
Juga formolir teguran atau peringatan/bimbingan atas kekeliruan dalam pemeriksaan
atau putusan perkaranya kepada Hakim yang bersangkutan.

2. Terhadap perbuatan Hakim dan perilaku Hakim serta pejabat

Kepaniteraan:

Kiranya terhadap perbuatan dan perilaku ini harus dibedakan antara
perbuatan dan perilaku yang dilakukan dalam kedinasan. Hal-hal yang perlu
diperhatikan terhadap yang dilakukan dalam kedinasan meliputi:

a. Prestasi kerja;

b. Tanggung jawab terhadap tugasnya;

c. Kesetian kepada Pancasila;

d. Kesetian terhadap Negara dan Pemerintah;

e. Kejujuran dalam melakukan tugasnya;
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f. Kerja samanya di antara sesama Hakim/Panitera dan karyawan lainnya;

8. Prakarsa terhadap pelaksanaan tugas;

h. Kepemimpinannya.

Sedangkan bila dilakukan di luar kedinasan harus diperhatikan:

a. Tertib keluarganya

b. Hubungannya dengan masyarakat termasuk hubungannya dengan
Muspida.

3. Terhadap Administrasi Peradilan

Kiranya perlu dibedakan antara tugas Hakim dan pejabat Kepaniteraan. Bagi

hakim yang harus diperhatikan dalam pengawasan ini adalah:

Tertib pembuatan court calendar (kegiatan persidangan) baik meliputi

perkara perdata maupun pidana;

- Dari catatan kegiatan persidangan tersebut dapat disimak sejauh mana
rasa tanggug jawabnya dalam menyelesaikan perkara yang dibebankan
kepadanya. Sedangkan baagi pejabat kepaniteraan yang menjadi obyek
pengawasan di bidang ini adalah:

- Tertib registrasi perkara dan administrasi keuangan perkara;

- Tertib pembuatan laporan bulanan;

- Tertip penataan arsip perkara.*

* Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari(Jakarta: Sinar
Harapan, 2001), 136-139.
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4. Mekanisme Pengawasan

Sebagaimana diketahui UU KY menentukan bahwa, selain sebagai lembaga
yang menyelenggarakan rekrutmen terhadap calon hakim yang kredibel. KY juga
dikonstruksikan sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, Yyaitu
pengawasan terhadap perilaku hakim. Dalam menjalan fungsi pengawasan hakim,
KY mengawasi perilaku hakim dengan menerima laporan masyarakat, meminta
laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim,
memeriksa hakim, dan memanggil serta meminta keterangan dari hakim yang diduga
melanggar kode etik perilaku hakim dan selanjutnya laporan hasil pemeriksaan
disampaikan kepada MA dan/atau MK, serta ditembuskan kepada presiden dan DPR.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas hakim
tidak boleh sewenang-wenang. KY wajib menaati norma, hukum, dan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena
sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan
kedudukannya sebagai anggota. Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan tugas
pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan

memutus perkara.’

® Titik Triwulan Tutik, Eksitensi, kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial sebagai
lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca Amandemen 1945 , 170-171.
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C. Sanksi Pelanggaran Kode Hakim

Peranan Komisi Yudisial melakukan pengawasan perilaku hakim dapat
dilakukan secara mandiri, karena tidak mempunyai hubungan administrasi,
struktural, kolega maupun secara psikologis yang selama ini menjadi hambatan
dalam melaksanakan pengawsan di dalam instansi atau lembaga sendiri. Hal ini
tidak hanya dialami Indonesia tetapi juga di Negara-negara lain seperti Amerika dan
Astralia. Sebaliknya peranan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta
menjaga perilaku hakim terlihat dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan,
harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar
belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga
peradilan ataupun pihak lain. Dari usul penjatuhan sanksi seperti teguran tertulis,
pemberhentian sementara atau pemberhentian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial
bersifat mengikat (pasal 23 (2) UU No 22 Tahun 2004). Hakim yang diduga telah
melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa
oleh mahkamah agung dan/ atau Komisi Yudisial (pasal 43 UU No. 48 Tahun |
2009).% Selanjutnya usul penjatuhan sanksi tersebut diserahkan oleh Komisi Yudisial
kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Namun, usulan tersebut
masih dapat dianulir oleh ketentuan yang berbunyi bahwa hakim yang akan dijatuhi
sanksi diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis

Kehormatan Hakim (pasal 23 (4) UU No 22 Tahun 2004). Majelis Kehormatan

8 Ibid, 174-175
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Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian.(pasal 11A
(7) UU No. 3 Tahun 2009)
Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas:

a. 3 (tiga) orang hakim agung; dan

b. 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial. (pasal 11A (8) UU No. 3 Tahun

2009).”

Hakim dikatakan melakukan pelanggaran kode etik, apabila hakim dengan
sengaja melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan
dan sedang ditangani, menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang
berperkara. membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar acara persidangan.
Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan
maupun diluarpersidangan mendahului putusan.

Melecehkan sesama Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum, Para pihak Berperkara,
ataupun pihak lain.memberikan komentar terbuka atas putusan Hakim lain, kecuali
dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah. menjadi anggota atau salah satu Partai
Politik dan pekerjaan/jabatan yang dilarang Undang-undang.Mempergunakan nama

jabatan korps untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.?

7 UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung.

8 Kode Etik Profesi Hakim
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TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGAWASAN PELANGGGARAN
ETIKA/PERILAKU HAKIM MENURUT UU NO.48 TAHUN 2009 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Analisis Terhadap Pengawasan Pelangggaran Etika/Perilaku Hakim Menurut
UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi
pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari,
dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa
diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku
hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana
dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna
pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab
sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.!

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat,
serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas

! SKB MA Dan KY Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009
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yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan
upaya penegakan hukum dan keadilan.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan yang merdeka (tidak memihak), dan
penyalahgunaan wewenang dan tugas oleh hakim perlu terus diupayakan secara maksimal
tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi
Yudisial RI oleh karena itu UU N0.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur
tugas dan wewenang Mahkamah agung dan Komisi Yudisial diantaranya:

Pasal 39

(1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung
melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan
keuangan.

(3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara.

Pasal 40

(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi
Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim
berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 41

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan
Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:

a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi

kebebasan hakim dalam dan memutus perkara.

(3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

(4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan
Pasal 40 diatur dalam undangundang.
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Pasal 42

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untukmelakukan
mutasi hakim.

Pasal 43

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.?

Hakim memiliki kode etik dan pedoman perilaku hakim yang harus di jaga
untuk memelihara kehormatan dan keluhuran, serta perilaku hakim dalam
menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu
berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan, kode etik dan pedoman
perilaku hakim terdiri dari :

(1) berprilaku adil; (2) berprilaku jujur; (3) berprilaku arif dan bijaksana; (4)
bersikap mandiri; (5) berintegritas tinggi; (6) bertanggung jawab; (7) menjungjung
tinggi harga diri; (8) berdisiplin tinggi; (9) berprilaku rendah hati; dan (10) bersikap
professional.®

Apabila seorang hakim melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan
pedoman perilaku hakim, maka hakim itu dapat di berikan sanksi, dalam
menentukan sanksi yang layak di jatuhkan, harus di pertimbangkan faktor-faktor

yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan

akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain.

2UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3 SKB MA Dan KY Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009
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Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini
diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan / atau Komisi Yudisial RI. Mahkamah
Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil
pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung. Hakim yang di usulkan untuk
dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah
Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis
Kehormatan Hakim. * Apabila hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran
terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diperiksa oleh Mahkamah
Agung RI dan / atau Komisi Yudisial RI. Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial
RI ternyata tidak terbukti bersalah maka hakim itu mendapatkan hak untuk

rehabilitasi/pemulihan nama baik.

B. Analisis Figih Siyasah Terhadap Pengawasan Pelangggaran Etika/Perilaku
Hakim Menurut UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakima
Menurut kajian Figh Siyasah keberadaan lembaga pengawas sangatlah penting

bagi suatu peradilan dan untuk mengawasi peradilan yang sesuai dengan konsep
kehakiman dalam peradilan Islam di mana sangat mengutamakan asas equality
before the law dan asas audi et alteram partem. Kedudukan para pihak adalah sama
di muka hukum dan memutuskan perkara hakim harus menghadirkan ke dalam

majelis pihak-pihak yang berperkara dan Qadi dilarang memutus perkara sebelum

4 SKB MA Dan KY Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009
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mendengar semua pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang disidangkan itu’.
Qadi mempunyai tugas untuk melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang qadi
harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari
perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai Qadi . Qadi tidak boleh
terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun, ia harus
tetap tegar dari segala pengaruh dari pihak mana pun.6

pada masa pemerintahan khalifah Bani Abbas khususnya ketika dipimpin
oleh Harun Al-Rasyid, ia mengangkat seseorang yang dianggap cakap dan
diserahkan kepadanya urusan peradilan dan dialah wakil kepala Negara untuk
mengangkat hakim-hakim didaerah. Dimasa inilah timbul satu jabatan , yang disebut
Qadi al-Qudat Mereka diangkat oleh khalifah dan diberikan kekuasaan untuk
mengurus peradilan.

Qadi al-Qudat selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang
memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri,
juga mengurusi urusan administrasi. gadi al-qudat juga memberikan pengawasan
kepada para hakim, bawahannya. Sekilas peran ini serupa dengan Menteri kehakiman

di jaman kontemporer saat ini.

> Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, (Jakarta : Kencana 2007),
36.
§ Ibid,. 33.
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Tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim-hakim di

bawahnya bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan hakim-hakim di

daerah.

Tugas dan wewenang para gady al-qudat dapat dirincikan sebagai berikut:

1.

2.

Memantau dan mengawasi segala tindakan para Qad

Meneliti dan memeriksa putusan-putusan yang mereka buat

Berwenang untuk meninjau kembali putusan-putusan tersebut.

mengawasi tingkah laku para Qad’ di masyarakat

berwenang untuk membatalkan suatu putusan hukum, karena kekuasaan
mereka tidak hanya terbatas pada segi administratif saja, tapi meliputi segi-
segi pengawasan terhadap fatwa.’

Berwenang untuk memecat pejabat di bawahnya.

Mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik
yang menjabat di pemerintahan jauh ataupun dekat.

Dan bagi para Qadi diberi hak mengundurkan dirinya dari jabatan yang dia

emban jika memang dipandang membawa maslahat.

Dalam islam ada beberapa hakim yang dipecat dari jabatannya karena beberapa hal:

Yang pertama Yahya Ibn Aktsam bin Muhammad Attamimi beliau lahir di

Maru dan menjadi hakim di waktu masih berusia muda. Beliau diangkat menjadi

hakim di Bashrah di dalam usia 27 tahun.

” Teungku Muhammad Hasbi Asshiddiqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam, 53.
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Beliau ini mempunyai hubungan yang erat dengan Al Ma’mun. Al Ma’mun
mengangkatnya sebagai wazir dan sebagai hakim di bagdad. Pada suatu ketika
timbul suatu persengketaan antaranya dengan Al Ma’mun lantaran beliau
mempergunakan harta-harta zakat tidak sebagai yang di kehendaki oleh Al Ma’mun.
oleh karena itu beliau dipecat dari jabatannya.

Yang kedua Ahmad ibn Abi Daud beliau diangkat menjadi hakim dan
penasehat utamanya oleh Al Mu’tashim, pada masa pemerintahan Al Mutawakkil,
beliau diserang penyakit lumpuh sebelah badan, karenanya beliau menunjuk anaknya
menjadi hakim dan menjadi ketua lembaga mazhalim. Akan tetapi anaknya tidak
dapat menyesuaika diri dengan kemauan khalifah, maka khalifah memecat Amhmad
ibn Daud dan anaknya dari kedudukannya, bahkan menyita semua harta mereka serta
memenjarakan anaknya yang bernama Muhammad dan saudari-saudarinya.®

Secara posisi kelembagaan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki
kemiripan dengan Qadhi al-Qudhat yakni Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
merupakan komisi negara dalam kekuasaan pemerintahan (yudikatif), sedangkan Qadhi
al-Qudhat merupakan lembaga peradilan yang juga dalam kekuasaan Khalifah.
kemudian pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
terhadap etika profesi hakim yakni sesuai dengan pengawasan yang dilakukan oleh qadhi

al-qudhat yaitu sama-sama memiliki kewenagan dan tugas mengawasi tingkah laku

hakim.

% Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara
Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 169-170.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang di paparkan pada Bab-bab sebelumnya, dalam
penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas
permasalahan yang sudah dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Dalam krangka konseptual model pengawasan pelaksanaan tugas para
hakim, dilakukan melalui dua jenis pengawasan yaitu: perrama, pengawasan
internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas pada Mahkamah Agung.
Pengawasan internal ini berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas-tugas peradilan di semua tingkatan dan di seluruh wilayah hukum
peradilan Republik Indonesia. Kedua, pengawasan eksternal yang dilakukan
oleh komisi independen yaitu Komisi Yudisial. Keberadaan pengawas
cksternal ini penting agar proses pengawasan dapat benar-benar bertindak
obyektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih,
efektif, dan efesien.

2. Dalam pandangan figh Siyasah Qadi al-qudat memiliki wewenang untuk
melakukan pengawasan tingkah laku hakim, hakim dikatakan melanggar
apabila seorang hakim yang curang dalam menjatuhkan hukuman, atau

menerima suap dalam mengadili suata perkara maka yang berwenang
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melakukan pengawasan tingkah laku hakim dalam Islam adalah Qadi al-
qudat. Hal ini sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman dimana seorang Hakim dilarang menerima sesuatu pemberian

atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.

B. Saran

Ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian penulis

tentang pengawasan pelanggaran etika/perilaku hakim diantaranya:

1.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan tugasnya sebagai
pelaku kekuasaan dituntut untuk lebih cermat dan teliti lagi dalam
memberikan pengawasan etika perilaku hakim.

Dan dalam pemberian sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan
pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman prilaku hakim, dengan sanksi

yang lebih berat lagi.
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